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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada
table berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba b be
ت Ta t te
ث Sa s es (dengan titik diatas)
ج Jim j je
ح Ha h ha (dengan titik diatas)
خ Kha kh ka dan ha
د Dal d De
ذ Zal z zet (dengan titik diatas)
ر Ra r Er
ز Zai z Zet
س Sin s Es
ش Syin sy es dan ye
ص Sad s es (dengan titik diatas)
ض Dad d de (dengan titik diatas)
ط Ta t te (dengan titik diatas)
ظ Za z zet (dengan titik diatas)
ع ‘ain ‘ Apostrop terbalik
غ Gain g Ge
ف Fa f Ef
ق Qaf q Qi
ك Kaf k Ka
ل Lam l El
م Mim m Em
ن Nun n En
و Wau w We
ه Ha h Ha
ﺀ Hamzah ’ Apostrof
ي Ya y Ye
Hamzah (ﺀ) yang sering dilambangkan alif, apabila terletak di awal kata maka
dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila
terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’),
berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.
2. Vocal, Maddah (panjang), dan Syaddah (Tasydid)
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathahditulis
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang
masing-masing ditulis dengan cara berikut:
Vokal (a)  = â misalnya لﻗا menjadi qâla
Vokal (i)  = î misalnya ﯿﻗل menjadi qîla
Vokal (u)  = û misalnya نود menjadi dûna
Khusus untuk bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”,
melainkan tetap ditulis dengan “iy”, agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu, dan ya’ setelah fathahditulis
dengan “aw” dan “ay”.
3. Ta’marbuthah (ة)
Ta’marbûthahditranslitrasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, akan
tetapi apabila Ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan
dengan menggunakan “h” misalnya menjadi atau apabila berada di tengah-tengah
kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan
dengan menggunakan tyang disambungkan dengan kalimat berikutnya.
4. Kata Sandang dan lafdh al-jalâlah
Kata sandang berupa “al” (ل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jalâlah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah)maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh
berikut ini:
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Mâsyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azzâ wa jalla.
5. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi ini,akan tetapi apabila kata tersebut
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah
terindonesiakan, maka tidak perlu ditulisdengan menggunakan system transliterasi
ini.
B. Daftar Singkatan
Beberapa singktan yang dibakukan adalah:
SWT = subhanahu wa ta ‘ala
SAW = sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s = ‘alaihi al-salam
H = Hijriah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS…/…:4 = QS al- Baqarah/2: 4
HR = Hadis Riwayat
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Judul : Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya dengan Pemenuhan Nafkah Tinjuan
Hukum Islam di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.
Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pernikahan Lanjut Usia
Kaitannya dengan Pemenuhan Nafkah Tinjauan Hukum Islam di Kecamatan
Mandalle Kabupaten Pangkep. Bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana
pelaksanaan pernikahan lanjut usia kaitannya dengan pemenuhan nafkah di
Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri di Kecamatan Mandalle Kabupaten
Pangkep. Dalam penelitian ini menggunakan Field research (peneliti lapangan).
Pendekatan yang dilakukan yaitu Normatif, yuridis dan sosiologis dengan merujuk
langsung kepada yang melakukan pernikahan pada usia lanjut.
Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya dua pihak yang melaksanakan
pernikahan. Pernikahan dilakukan dengan dicatatakan di Pegawai Pencatat Nikah
dengan kata lain tercatat di negara, dan pernikahan dilakukan berdasarkan hukum
Islam. Sehingga beberapa konsekuensi yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh
suami, seperti tanggung jawab suami terhadap istri (nafkah), yang mengakibatkan
istri tidak dapat menuntut terhadap suami. Secara garis besar nafkah lahir maupun
batin ada yang terpenuhi walaupun tidak optimal dikarenakan faktor usia, begitupula
dengan nafkah batin. Hal ini sangat jelas terlihat karena dalam pernikahan,usia
mereka relatif sudah tua dan tidak lagi produktif.
Menurut hukum Islam bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap
istri, baik nafkah lahir maupun batin. Hukum Islam telah memuat beberapa aturan
tentang tanggung jawab suami, yang bertujuan untuk menghindari
kemungkinankemungkinannegatif yang merugikan bagi kaum wanita.
Pemenuhan nafkah yang terjadi di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep
dapat ditolerir dengan alasan bahwa ketentuan dalam hukum islam tidak mengatur
tentang besar kecilnya pemenuhan nafkah, hanya dikatakan disesuaikan dengan
kemampuan masing-masing. Sepanjang tidak menimbulkan mudharat, serta tidak ada
unsur penganiayaan dan dilakukan atas dasar kesadaran dan kerelaan dari pasangan
yang menikah pada usia lanjut, kerelaan tersebut dapat terlihat ketika ijab qabul.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah
dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya.Allah telah menetapkan adanya
aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan yang tidak boleh dilanggar,
manusia tidak boleh berbuat semaunya.Allah tidak membiarkan manusia berbuat
semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semaunya.
Allah SWT telah memberikan batasan dengan peraturan-Nya, yaitu dengan
syari’at yang terdapat dalam kitab-Nya dengan hukum-hukum perkawinan dan
hukum-hukum lainnya yang saling terkait dengan perkawinan, seperti kewajiban
suami tehadap istri yaitu memberikan nafkah. Di dalam Al-Qur’an Allah SWT







“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram
kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan syang sesungguhnya
pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
Dalam QS An-Nahl ayat 72 juga menjelaskan:









Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan
bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu
rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang
bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"
Dengan adanya ikatan pernikahan, akan menimbulkan suatu tanggung jawab
serta kewajiban bagi suami kepada istri. Karena keluarga ada dan lahir karena suatu
pernikahan. Mengenai pernikahan telah di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 pasal 1 yang berbunyi:
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan eorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”3
Selain itu pelaksanaan pekawinan perlu adanya suatu pencatatan untuk
mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.ini merupakan suatu upaya
yang diatur melalui perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi martabat
dan kesucian (misaq al-galid) suatu perkawinan, dan lebih khusus lagi melindungi
perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Karena perkawinan selain merupakan
akad suci, perkawinan juga mengandung keperdataan.
2 Departeman Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahannya, h. 412.
3 Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia,(Jakarta: PT Grafondo Persada, 2003),h.60.
Rumusan perkawinan ini sama halnya dengan perkawinan menurut Syari’at
Islam. Dasarnya, ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita.
Tujuannya, untuk membentuk keluarga  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Allah SWT telah mengatur tentang kedudukan antara suami dan istri di






"dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan
kelebihan daripada isterinya4"
Perbedaan antara laki-laki dan perempuan sangat terlihat, yaitu laki-laki lebih
menonjol dengan badaniah dan wanita dengan batiniah.Hak yang seimbang wajib
disesuaikan dengan adanya perbedaan antara pria dan wanita.Mempersamakan berarti
menimbulkan ketidakseimbangan.Berdasarkan pengamatan itu menimbulkan
tanggung jawab yang berbeda pula.Pria sebagai pelindung dan wanita yang
dilindungi.Pria sebagai pencari nafkah dan wanita pemelihara nafkah.Sehingga
tampak adanya suatu perbedaan tanggung jawab antara suami dan istri.
Allah SWT telah menakdirkan adanya suatu perbedaan antara kedua
makhluk yang diciptakan (laki-laki dan perempuan), baik dari segi badaniah, maupun
4Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnnya. h. 55.
batiniahOleh karena itu timbul adanya suatu beban dan perlindungan berbeda antara
suami dan istri.5
Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 menjabarkan “suami wajib
melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga
sesuai dengan kemampuannya”.6
Pasal di atas mengandung perintah kepada suami mengenai dua hal:
1. Melindungi tanpa rinci, suami secara badaniah wajib melindungi istri. Oleh
sebab itu suami ditetapkan sebagai kepala rumah tangga,
2. Memberi keperluan hidup, keperluan hidup bias di rinci secara lahiriah dan
batiniah, suami harus memenuhi kebutuhan istrinya khususnya dan rumah
tangga pada umumnya. Mengabaikan yang demikian itu berarti telah
berkhianat atas tanggung jawab “pelindung” rumah tangga.
Keterangan di atas jelas  bahwa suami di tuntut untuk melaksanakan






5 Bismar Siregar, Islam dan Hukum, (Jakarta; Grafikatama Jaya, 1992) Cet. III, h.207.
6Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1
1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),h.2.
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnnya, h. 57
dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara
ma'ruf.
Suami wajib bertanggung jawab atas makanan, pakaian dan tempat tinggal
terhadap istri, yang memang merupakan hak istri yang harus diperoleh dari suami.
Akan tetapi nafkah tidak hanya sebatas nafkah lahir seperti makanan, pakaian dan
tempat tinggal tapi juga nafkah batin.8
Adapun nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu: makan dan minum, pakaian dan
tempat diam atau rumah. Di dalam Fiqih telah diatur mengenai pemberian makanan
dan minuman yang ukurannya diambil di rumah orang tua istri, apabila suami tidak
mampu member nafkah karena sakit, istri bisa mengambil manfaat dari harta suami
(atau harta bersama) yang ada sejauh yang diperlukan.9
Mengenai nafkah batin, yang dimaksud ialah suami menggauli istrinya secara
seksual hingga terpenuhi hajatnya.Dalam bahasa Ilmiah disebut hingga istrinya
mencapai orgasmus dari hubungan kelamin itu. “dan jika istrinya itu sakit atau rapat
lobang kemaluannya atau lelaki itu impoten, maka ia tetap wajib memberikan nafkah
kepada istrinya itu.10
Peraturan yang menyangkut pemberian nafkah kepada istri juga telah diatrur
dalam KHI.Pasal yang mengatur masalah tersebut adalah pasal 77, 78, 80, 81.Dalam
8 Muhammad Baqir Al-Habsyi, Fiqih Praktis , Menuru Al-Qur’an  As-Sunnah, (Bandung:
Mizan, 2002),h.128.
9 Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1998),h.175.
10 Hafid Abdullah, Kundi Fiqh Syafi’I, (Semarang: CV. As-Syifa, 1992),h.282.
pasal tersebut dijelaskan tentang kewajiban suami dan bagaimana, tempat kediaman
suami istri. Slah satu pasal tersebut menyebutkan tentang kewajiban suami adalah
pasal 80 (2), yang berbunyi:
“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”
Dari ketentuan diatas menimbulkan perbedaan mulai dari pelaksanaan
pernikahan sampai dengan kewajiban memberikan nafkah di kabupaten Pangkep
khususnya di Desa Boddie karena banyak kasus yang terjadi bahwasanya laki-laki
lansia menikah dengan wanita tanpa berfikir mengenai tujuan dan manfaat
pernikahan, bagaimanakah sebenarnya dasar dan alasan menghukumi pernikahan dan
pemberian nafkah terhadap istri.
Berawal dari latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui secara
konprehensif tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia
Kaitannya dengan Pemenuhan Nafkah Kepada Istri di Kabupaten Pangkep melalui
sebuah skripsi.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka adapun yang menjadi pokok
masalah yaitu, tinjauan Hukum islam tentang pernikahan lanjut usia yang banyak
dilakukan olenh orang-orang di Desa tanpa memahami tujuan perkawinan itu sendiri
Berikut ini dijabarkan dalam sub masalah:
1. Bagaimanakah Pelaksanaan pernikahan lanjut usia di Kabupaten Pangkep?
2. Bagaiman Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan nafkah suami kepada
istri di Kabupaten Pangkep?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini
diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi: “Pernikahan
Lanjut Usia Kaitannya dengan Pemenuhan Nafkah di Kecamatan Mandalle
Kabupaten Pangkep”
“Pernikahan” Menurut Sajuti Thalib, adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan
kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi,
tenteram dan bahagia.11
“Lanju Usia” adalah  yang  mengalami  proses  penuaan  secara terus menerus, yang
ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik yaitu semakin rentannya terhadap
serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian, dikatakan lansia umur diatas
60 tahun.12
“Pemenuhan” menuru KBBI proses, cara, perbuatan memenuhi.13
11Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2006), Cet III, h. 40
12 Kris Pranaka, Ilmu Kesehatan Usia Lanjut, (Jakarta: Balai Penerbit  Fakultas Kedokteran
Univeristas Indonesia),Edisi IV,.h.128.
13 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.(Jakarta :
Pusat Bahasa, 2008),h.461.
“Nafkah” Nafkah berasal dari kata ” infaq” artinya berdema.Nafkah juga bisa
diartikan “belanja”, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada
istri.14
Setelah kita mengenal pengertian dari setiap kata-perkata yang digunakan
dalam judul, maka fokus penelitian didalam skripsi ini adalah bagaiman Tinjauan
Hukum Islam Mengenai Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya dengan Pemenuhan
Nafkah di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, serta bagaiman pelaksanaan
pernikahan lanjut usia tersebut.
2. Deskripsi Fokus
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, dan
terdapat 6 desa. Adapun Objek Penelitian yaitu Pihak yang melakukan Pernikahan
Lanjut Usia , kepala KUA, dan beberapa ustasz atau ulama-ulama, sebelumnya
penulis mengambil data yang menikah pada usia  lanjut  di KUA Kecamatan
Mandalle.
D. Kajian Pustaka.
Dalam permasalahan pernikahan lanjut usia dan nafkah terhadap istri, ada
beberapa hal yang menjadi rujukan penulis, yaitu kajian pustaka yankni mengkaji
beberapa karya-karya ilmiah serta buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi yang
penulis bahas diantaranya:
14 Ahmad Isa Asyur, Fiqh Islam Praktis, h. 261
Skripsi karya Khofid Tahtayani (2199198) dalam karya tulisnya dia
mengangkat tentang Nikah Bawah Tangan dan Faktor Penyebabnya.Dalam isinya
hanya memaparkan perbandingan antara hukum formal dan hukum Islam
fiqhpenerapan yang dikajinya meliputi syarat-syarat yang dalam Islam.Faktor dan
tujuan pernikahan nikah bawah tangan.
Karya lain, yaitu saudara Muntaha (21100205) mengangkat skripsi dengan
judul Kriteria Minimal nafkah Wajib Kepada Istri , isi dari karyanya memaparkan
tentang pemeberian nafkah kepada istri dan kadar yang diberikan.
Karya lainya Imas (2101240) dalam karya tulisnya mengangkat masalah Hak
Jaminan Kesehatan Istri, dalam karyanya hanya memaparkan ketentuan Fiqh tentang
kebutuhan biaya pengobatan perawatan terhadap istri, serta tanggung jawab suami
untuk memenuhi kebutuhan istri.
Sedangkan dalam skripsi kami lebih menekankan pada aspek pelaksanaan
pernikahan lanjut usia dan kewajiban pemberi nafkah. Dengan mengutamakan
hukum-hukum yang ada baik itu hukum islam ataupun Undang-Undang Pernikahan
E. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Secara umum skripsi merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian
studi pada perguruan tinggi.Oleh karna itu penulis mempunyai satu kewajiban secara
formal terkait pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara khusus
penelitian ini bertujuan:
1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan lanjut usia di
Kabuoaten Pangkep Kecamatan Mandalle?
2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan
nafkah suami terhadap istri pernikahan yang dilaksanakan oleh lansia?
2. Kegunaan Ilmiah
1) Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pencerahan bagi setiap lansia
yang ingin melaksanaka penikahan, khususnya mengenai pemenuhan nafkah
terhada istri di Kabupaten Pangkep Kecamatan Mandalle Desa Boddie.
2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para
peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut pokok permasalahan yang dibahas.
BAB II
TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN & NAFKAH
A. Pengertian Pernikahan
Allah menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lain, yang hidup bebas
mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan  tanpa adanya
suatu aturan. Sehingga Allah SWT mengatur hubungan antara laki-laki dan
perempuan secara terhormat dengan jalan pernikahan
Pernikahan merupakan sunnatulah yang berlaku pada semua makhluk-Nya,




“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah.”
Dengan adanya pernikahan ini pula manusia dapat memenuhi hasrat dan
kebutuhan biologisnya yang merupakan fitrah dari setiap  manusia. Selanjutnya
terwujudlah kelestarian dan kehidupan manusia berlangsung di muka bumi ini sampai
waktuyang ditentukan oleh Allah.16
Dari sudut ilmu bahasa perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang
merupakan terjemahan dari Bahasa Arab Nikah.Disamping kata nikah, dalam Bahasa
15Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra,
1989),h. 862
16 Fahd bin Abdullah Karim bin Rasyid As-sanidy, Indahnya Nikah, (Jakarta: Cendekia Sentra
Muslim, 2005), h. 21
Arab lazim juga dipergunakan kata”Ziwaaj”. Kata nikah mengandung dua pengertian
yaitu: dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan dalam arti kiasan (majaaz). Dalam
pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti “berkumpul”, sedangkan dalam arti
kiasan berarti aqad atau “mengadakan perkawinan” dalam penggunaan sehari-hari
kata nikah lebih banyak dipakai dalam pengertian yang terakhir, yaitu dalam arti
kiasan para ahli fiqh sendiri, dalam mengartikan kata nikah masih berbeda pendapat
tentang arti kias tersebut, apakah dalam pengertian Watha’ atau dalam pengertian
aqad. Imam syafi’I misalnya, memberikan pengertian nikah itu dengan “mengadakan
perjanjian perikatan”.Sedanglan Imam Abu Hanifah mengartikan watha’ atau
setubuh.17
Nikah menurut bahasa artinya, berkumpul menjadi satu, sedangkan menurut
istilah syara’ (Undang-undang Agama Islam) ialah akad yang mengandung unsure
diperbolehkannya melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz nikah atau
tazwij (ijab qabul).18
Dalam Undang-undnag Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga
menjelaskan tentang definisi pernikahan yaitu: “perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tanga” yang bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”.
17Abudul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed.1, Cet IV, h.7.
18 Fatihuddin abul Yasin, Risalah Hukum Nikah, (Surabya: Tebit Terang, 2006), Ed. Revisi, h.
12.
Sedangkan definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
merumuskan sebaggai berikut: “perkawinan menurut hukum Islma adalah akad yang
sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah.19 Dan pasal 4 disebutkan bahawa “perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1)
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan pasal 5 ayat 1
disebutkan: “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap
perkawinan harus dicatat.Selanjutnya pada pasl 6 disebutkan pada ayat (1) “untuk
memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan
dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”.(2) “perkawinan yang dilakukan di
luar pengawasan pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.
Menurut Madzhab Maliki, pernikahan adalah “akad yang dilakukan untuk
mendapatkan kenikmatan dari wanita” arti esensialnya disini adalah dengan aqad
tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan haram (Zina).20
Sedangkan menurut penganut Madzhab Imam Syafi’I berpendapat bahwa,
yang dimaksud dengan pernikahan itu sendiri yaitu “akad yang didalamnya menjamin
diperbolehkannya persetubuhan antara kedua bela pihak”.
Menurut Madzhab Imam Hambali adalah “akad yang didalamnya terdapat
lafadzh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur.
19 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia islam, (Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada, 2005), h. 46
20 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja Prenada
Media Grup, 2006), h. 12.
Setelah kita telaah secara mendalam dari berbagai definisi pernikahan dari
masing-masing lintas madzhab diatas jelas, bahwa yang menjadi inti pokok dari
pernikahan itu adalah aqad(perjanjian).Yaitu penyerahan dan penerimaan anatara
orang tua dan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria.Penyerahan dan
penerimaan tanggung jawab secara arti luas, telah terjadi pada saat Aqad nikah
tersebut, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri dan
tentunya ada pencatatan yang legal pada Negara.
B. Hukum Pernikahan
Menikah telah disyariatkan, sementara hukum asalnya adalah sunnah. Hukum
menikah akan berbeda, tergantung situasi dan kondisi masing-masing individu.
Artinya masing-masing individu harus menimbang hukum menikah untuk dirinya,
sesuai dengan kelima hukum yang ada dalam syariat.
Imam Syafi’I mengatakan bahwa nikah itu hukumnya jaiz atau mubah, atau
bisa dikatakan bahwa seseorang itu boleh nikah juga boleh tidak nikah.Hukum Jaiz
tesebut dapat berkembang ke tingkat yang lebih tinggi yaitu juga dapat pula
menjadikan haram.Dalam system Syafi’iyah tidak menekankan hanya kepada kaidah
hukum asalnya saja tetapi juga pada segi agama, sosial, moralnya, sesuai dengan jiwa
syari’at Islam. Lebih lanjut kita tinjau hukum menikah dari kondisi perseorangan
dengan berlandaskan kaidah ushul fiqh yang berbunyi: “Hukum itu beredar atau
berganti-ganti sesuai dengan illatnya.”.
Kaidah ini setelah diterapkan dalam hukum perkawinan, menghasilkan
perubahan hukum yang didasarkan dari perbedaan illat.21Pada tataran selanjutnya,
hukum pernikahan sangat bergantung pula kepada keadaan orang yang bersangkutan,
baik dari segi psikologis, materi maupun kesanggupannya memikul tanggung jawab.
1. Wajib
Menikah hukumnya wajib bagi orang yang khawatir berbuat zina jika tidak
melakukannya. Sebagaimana kita ketahui menikah adalah salah satu cara untuk
menjaga kesucian diri. Maka jika tidak ada jalan lain untuk meraih kesucian itu ,
kecuali dengan menikah, maka menikah hukumnya wajib bagi yang bersangkutan.
Imam al-Qurthubi mengatakan, “oarng yang mampu menikah, kemudian khawatir
terhadap diri dan agamanya, dan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menikah,
maka dia harus menikah”.
Misalnya, seorang pemuda memiliki banyak harta dan berlimpahan materi,
dan tidak mampu menahan syahwatnya sehingga akan dengan mudah terjerumus
kedalam lembah kemaksiatan. Pada saat bersamaan dia juga memiliki kewajiban
memenuhi ibadah haji karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi.Maka, dalam keadaan
tersebut dia harus menikah terlebih dahulu.Ibnu Taimiyah Rahimahullah mengatakan,
“jika seseorang harus menikah karena takut terjerumus ke lembah perzinaan maka dia
harus mendahulukannya daripada kewajiban berhaji.”
21 Pakih Sati, Pedoman Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini, (Jogjakarta: Bening ,
2011), h. 18
Bahkan, jika keadaan sudah darurat, dalam arti bahwa seseorang benar-benar
terjerumus kedalam perzinaan, maka menikah hukumnya wajib baginya, baik sudah
siap secara materi maupun belum sam sekali.22
Sementara itu Allah SWT. Telah menjanjikan hamba-Nya yang fakir akan







Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan.jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha mengetahui.
Dalam buku lain dijelaskan, senadainya hasratnya untuk menikah sangat kuat,
namun dia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya kelak, lalu dia
terpaksa tidak melakukan pernikahan, hendaklah ia bersabar dan bersungguh-sungguh
dalam upaya menjaga dirinya daripada terjerumus dalam perzinaan,24 seraya
mengikuti petunjuk Allah SWT dalam QS An-Nuur: 33)
22Abd. Somad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalm Hukum Indonesia, (Jakrta:
kencana, 2010), h. 282.
23 Depag RI, Alqur’an dan Terjemahnya, h. 712






Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian
(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.
2. Sunnah
Pernikahan tidak menjadi wajib, namun sangat dianjurkan bagi siapa saja
yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki
kemampuan untuk melakukannya, walaupun merasa yakin akan kemampuannya
mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam
perbuatan yang diharamkan Allah. Orang seperti ini, tetap dianjurkan untuk menikah,
sebab bagaimanapun nikah adalah tetap lebih afdhal daripada mengkontrasikan diri
secara total (ber-thakhalli) untuk beribadah.26 Sabda Nabi Muhammad SAW.
 ِبﺎَﺒﱠﺸﻟا َﺮَﺸْﻌَﻣ ﺎَﯾ :ﻢﻠﺳ و ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر ﺎﻨﻟ لﺎﻗ :لﺎﻗ ٍدُْﻮﻌْﺴَﻣ ِﻦْﺑ ِﷲ ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ
 َِﻄﺘْﺴَﯾ ْﻢَﻟ ْﻦَﻣَو ,ِجْﺮَﻔْﻠِﻟ ُﻦَﺼَْﺣأَو ,ِﺮَﺼَﺒْﻠِﻟ ﱡﺾََﻏأ ُﮫﱠِﻧﺈَﻓ ,ْج ﱠوََﺰَﺘﯿْﻠَﻓ َةَءﺎَﺒﻟا ْﻢُﻜْﻨِﻣ َعﺎََﻄﺘْﺳا ِﻦَﻣ ْﻊ
Hostgator Discount Code | 27  .ٌءﺎَﺟِو ُﮫَﻟ ُﮫﱠِﻧﺈ َﻓ ,ِمْﻮ ﱠﺼﻟﺎِﺑ ِﮫَْﯿﻠََﻌﻓ
Artinya:
Dari Abdillah ibn Mas’ud berkata: Nabi Muhammad Saw. telah bersabda,
kepada kami “Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu mampu al
25 Depag RI, Al-Quran dan Trjemahannya, h.  713.
26 Muhammad Bagir, Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat para
Ulama, (Bandung: Karisma, 2008), h. 4
27 Syaikh Taqiyuddin Abi al-Fath as-Syuhairy, Ahkamu, al-ahkami: Syarhu Umdatu al-Ahkam
Jus II, (Bairut: DAR al-KOTOB al-ILMIYAH, 2008), h. 19-20.
baa’ah maka hendaklah menikah, dan barang siapa tidak mampu maka
hendaklah berpuasa, sesungguhmya puasa itu menjadi perisai baginya
Hadits tersebut meunjukkan kesuannahan dalam pernikahan yaitu
kekhawatiran rusaknya mata dan farji. Lafadh wija’ itu menjadi ibarat daru hancurnya
dua testis “ ﻦﯿﺘﯿﺼﺨﻟ ضر” manusia, sehingga hilanglah sifat kelak-lakian laki-laki.
Adapun lafadh ﻦﯿﺘﯿﺼﺨﻟ ضر di pinjam karena ketidak bolehan jima’ pasa saat puasa.28
Pernikahan itu disunahkan jika seseorang sudah mampu secara materi dan
sehat jasmani, namun tidak ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perzinaan. Ia
masih memiliki filter untuk melindungi dirinya dari terjerembah ke dalam lembah
kemaksiatan.
Jika dia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri
atau mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Tetapi kalau
dia tidak berkeinginan untuk menikah sedang dia ahli ibadah, maka lebih utama untuk
tidak menikah.Jika dia bukan ahli ibadah, maka lebih utama baginya untuk menikah.
Menurut Imam Ahmad dari suatu riwayat, sunah menikah bagi yang tidak
berkeinginan untuk kawin walaupun tidak khawatir jatuh ke dalam perzinaan yang
oleh karenanya menikah lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah29
28 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari Syarah Shohih al-Bukhari, diterjemahkan Amiruddin,
Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) Cet I, h. 20.
29Abd. Somad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2010), h. 285.
3. Mubah
Hukum menikah menjadi mubah bagi orang yang tidak mempunyai syahwat
atau keinginan untuk menikah dan tidak punya niat untuk menzhalimi istrinya atau
meninggalkan kewajiban sebagai suami bila menikah.
4. Makruh
Jika seseorang laki-laki yang tidak mempunyai syahwat untuk menikahi
seseorang perempuan, atau sebaliknya, sehingga tujuan pernikahan yang sebenarnya
tidak akan tercapai, maka yang demikian itu hukumnya makruh. Misalnya seorang
yang impoten.Sebagaimana kita ketahui, salah satu tujuan dari pernikahan adalah
menjaga diri, sehingga ketika tujuan ini tidak tercapai, maka ada faedahnya segera
menikah.30 Juga pada laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik
disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat nafkah lahiriyah
maupun yang tidah memiliki hasrat seksual, sementara si perempuan tidak terganggu
dengan ketidakmampuan sang calon suami. Misalnya, karena perempuan itu
kebetulan seorang yang kaya raya dan juga tidak memiliki hasrat kuat untuk
melakukan hubungan seksual.Kurang disukainya perkawinan ini terutama apabila
dapat mengakibatkan si laki-laki seperti itu meninggalkan kegiatannya dalam
beribadah ataupun dalam menuntut ilmu yang biasanya dilakukan sebelum itu.31
30 Pakih Sati, Panduan Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini, h. 21.
31Muhammad Bagir, Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat para
Ulama, h. 6-7.
Begitu pula makruh bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir istrinya
akan teraniaya, akan tetapi kalau dia tidak menikah dia khawatir akan jatuh kepada
perzinaan, karena manakala bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka
hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak
berzina.32
5. Haram
Pernikahan menjadi haram bila bertujuan untuk menyakiti salah satu pihak,
bukan demi menjalankan sunnah rasulallah Saw. Misalnya, ada seorang laki-laki
yang mau menikahi seorang perempuan demi balas dendam atau sejenisnya.Ini
hukumnya haram.
Masuk dalam kategori ini ketidakmampuan memberi nafkah atau menunaikan
kewajiban yang lainnya.
Imam al-Qhurtubi mengatakan,”Jika seorang suami mengetahui bahwa dia tidak
mampu untuk menafkahi istrinya, membayar mahar, atau menunaikan salah satu
haknya, maka dia tidak boleh menikahinya sampai ia menjelaskan keadaan tersebut
kepada istrinya. Begitu juga jika dia memiliki penyakit yang menyebabkan tidak bisa
bersena-senang dengan istrinya, agar dia tidak merasa ditipu.”33Diantara penyakit-
penyakit yang diderita laki-laki yang menyebabkan terhalangnya pernikahan ataupun
termasuk dalam حﺎﻜّﻨﻟﺎﺑﻮﯿﻋ (aib-aib pernikahan) yang memberikan pilihan terhadap
32Abd. Somad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia, h. 286
33 Muhammad Bin Qosim al-Ghozi, Fathu al-Qorib al-Mujib: Fi Syarhi Alfadzi al-Taqrib, (
Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2003), h.  106.
istri untuk melanjutkan atau menyudahi pernikahan antara lain: gila (نﻮﻨﺠﻟا), lipra atau
kusta (ماﺬﺠﻟا) penyakit pada anggota badan berwarna merah kemudian menjadi hitam
dan akhirnya rontok atau terputus dari anggota badan yang lain, belang (صﺮﺒﻟا),
penyakit keputihan pada kulit yang menghilangkan darah pada kulit tersebut,
putusnya dzakar ( ّﺐﺠﻟا), baik seluruhnya atau hanya sebagiannya saja sekiranya yang
tersisa kurang dari panjangnya khasyafah, dan  impoten (ﺔّﻨﻌﻟا)34
Ini tidak berlaku bagi laki-laki saja, perempuan pun harus menjelaskan dengan
terus terang terhadap suaminya jika mempunyai masalah yang akan menghilangkan
kebahagiaan rumah tangga.
Imam Qhurthubi melanjutkan, ”jika sesorang perempuan mengetahui bahwa
dia tidak mampu menunaikan hak suami, atau memiliki penyakit yang akan
menghalanginya berhubungan badan, maka dia tidak boleh menipunya, dan harus
menjelaskannya.35 Diantara penyakit-penyakit yang diderita perempuan sebagaimana
penyakit pria yang menyebabkan terhalangnya pernikahan ataupun termasuk dalam
حﺎّﻜﻨﻟﺎﺑﻮﯿﻋ (aib-aib pernikahan) antara lain: gila (نﻮﻨﺠﻟا), lipra atau kusta (ماﺬﺠﻟا), belang
(صﺮﺒﻟا), buntu daging (ﻖﺗّﺮﻟا), tertutupnya vagina perempuan dengan daging, dan yang
terakhir buntu tulang (نﺮﻘﻟا), tertutupnya vagina perempuan dengan tulang.36
34 Pakih Sati, Panduan Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini, h. 31.
35Muhammad Bin Qosim al-Ghozi, Fathu al-Qorib al-Mujib: Fi Syarhi Alfadzi al-Taqrib, h.
108.
36Muhammad Bagir, Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat para
Ulama, h. 106.
C. Syarat-syarat Pernikahan
Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak
keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika
Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (mittsaqan
gholidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya sebagai ibadah (pasal
2 KHI)
Pernikahan yang penuh nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, perlu diatur dengan syarat dan
hukum tertentu, agar tujuan disyariatkannya pernikahan tercapai.
Syarat-syarat pernikahan:




4) Dapat memberikan persetujuan
5) Tidak terdapat halangan perkawinan




4) Dapat dimintai persetujuannya
5) Tidak terdapat halangan perkawinan
c. Wali nikah syarat-syaratnya
1) Laki-laki
2) Dewasa
3) Mempunyai hak perwalian
4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
d. Saksi nikah syarat-syaratnya
1) Minimal dua orang laki-laki
2) Hadir dalam ijab qabul
3) Dapat mengerti maksud akad
4) Islam
5) Dewasa
e. Ijab qabul syarat-syaratnya
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3) Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
4) Antara ijab dan qabul bersambungan
5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/
umrah.Majelis ijab dan qabul dihadiri sedikitnya empat orang, yaitu: calon
mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan
dua orang saksi.37
Sejalan dengan asas-asas dan prinsip perkawinan, Undang-undang perkawinan
meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan
perkawinan Bab II pasal 6 hingga pasal 12 memuat syarat-syarat perkawinan itu
sebagai berikut:38
1. Persetujuan kedua bela pihak
2. Izin orang tua wali
3. Batas umur untuk kawin
4. Tidak terdapat larangan kawin
5. Tidak terkait oeh suatu perkawinan yang lain
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-istri yang sama yang akan
dikawini
7. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah)
8. Memenuhi tata cara pernikahan
D. Hikmah Pernikahan
Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan
menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan
37 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Grafindo, 2003), Cet. VI, h. 72.
38 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 1991), h. 73
mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan
keluarga menurut Islam.39
1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi







Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan
kamu dari seorang diri, dan dari padanya[Allah menciptakan isterinya; dan dari
pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan
Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia bahkan juga
naluri bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah.Untuk maksud itu Allah
menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari
pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut.Untuk memberi
saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui
lembaga perkawinan.41Anak merupakan tujuan asal yang disandarkan dalam
pernikahan.Maqsudnya yaitu melanjutkan keturunan sekiranya dunia ini tidak sepi
dari jenis-jenis manusia. Empat perkara dalam menghasilkan anak menjadi sebuah
39 Ali Yusuf As-Subki. Fiqih Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam. (Jakarta:
AMZAH, 2010), h 24.
40 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 78.
41 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 46-47.
ibadah, yang kesemuanya menjadi asal dari kecintaan Allah  dalam pernikahan:
Pertama,  sesuai dengan kecintaan Allah  dalam menghasilkan keturunan untuk
melanjutkan generasi manusia. Kedua, mencari kesunahan Rosul dalam
memperbanyak anak.Ketiga, mencari barokah doanya anak yang sholeh.Keempat,
mencari syafaat dengan kematiannya anak yang masih kecil.42
2. Menjaga diri dari syetan
Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia, laki-laki dan perempuan
untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu berketurunan, beranak, memperbanyak anak
dengan melanjutkann keturunan jenis manusia.
Benar, bahwa orang-orang islam melakukannya agar Allah memberkati
keturunan yang dinantikan, namun nama Allah adalah nama yang paling suci, Ia akan
memberi jawaban pada buah pikir orang Islam yang beriman yakni penyebutan nama
Allah, pada kesempatan ini terdapat ketenangan bagi seorang muslim bahwa dia
sedang mengerjakan amal yang bersih sehingga dia berhak menyebut nama Allah
yang mulia.
Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga
dirinya dari tipu daya syetan, melemahkan keberingasan, mencegah keburukan-
42 Imam Abi Hamid al-Ghozali, Ikhya’ Ulumu ad-Din Juz II, (Kairo: Dar el-Hadith, 2004), h.
33.
keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin.43Dari faedah
tersebut Rosulallah SAW.mengisyarahkan:
ﻟا ﻲِﻓ َﷲ ِﻖﱠﺘَﯿْﻠَﻓ ِﮫِﻨْﯾِد َﻒْﺼِﻧ َﻦَﺼَﺣ ْﺪَﻘَﻓ َﺢََﻜﻧ ْﻦَﻣ ِﺮَﺧﻵا ِطْﺮﱠﺸ .
3. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa








“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.”
Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia
dapat saja ditempuh melalui jalur melalui jalur perkawinan; namun dalam
mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu mangkin di dapatkan
kecuali melalui jalur perkawinan.45
4. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama
43 Ali Yusuf As-Subki. Fiqih Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam,  h. 25-27.
44 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,h.
45 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, h. 47.
Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama,
mamandang dan bermain main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk
beribadah sebagai sesuatu yang di perintahkan.
Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran bersebrangan
dengan tabi’at nafsu.jika nafsu dibebabni secara terus menerus dengan paksaan pada
suatu yang bersebrangan dengannya maka ia menjadi keras kepala dan kokoh. Jika
nafsu disegarkan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia menjadi kuat dan
bergairah.
Bersahabat dengan perempuan termasuk istirahat yang menghilangkankan
kesempitan dan menyegarkan hati.Sepantasnya bagi jiwa orang-orang bertakwa untuk
menyegarkannya dengan hal-hal mubah.46
Masih dalam  kaitan hikmah perkawinan atau pernikahan yaitu untuk melangsungkan
hidup dan membentuk keturunan, serta menjaga kehormatan diri, dan bisa terhindar
dari perbuatan yang diharamkan dan sebagai penyalur nafsu birahi. Sebagai jalan
untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasrkan pada asas
saling tolong menolong.47
Rasulullah SAW bersabda
 ﺎﻨﻛ ﷲ ﺪﺒﻋ ل ﺎﻘﻓ ﷲ ﺪﺒﻋ ﻰﻠﻋ د ﻮﺳ ﻻاو ﺔﻤﻘﻟء ﻊﻣ ﺖﻠﺧد ل ﺎﻗ ﻦﺑ ﻦﻤﺣ ﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﻋ
 ا ﮫﯨ ﺎﻓ ة ء ﺎﺒﻟا ﻢﻜﻨﻣ ع ﺎﻄﺘﺴﻟا ﻦﻣ ب ﺎﺒﺸﻟا ﺮﺸﻌﻣﺎﯾ : ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﻰﺒﻨﻟا ﻊﻣ
46 Ali Yusuf As-Subki. Fiqih Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam, h. 29.
47 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqh Wanita, (Jakarta: PT Pustaka Al-Ksutrsar,
2006), h. 379
 ﺎﺨﺒﻟ هاور ) ﺎﺟ و ﮫﻟ ﮫﯨ ﺎﻓ ﻮﯨﺼﻟ ﺎﺑ ﮫﯿﻠﻌﻓ ﻊﻄﺘﺴﯾ ﻢﻟ ﻦﻣو ج ﺮﻔﻠﻟ ﻦﺼﺣاوﺮﯨﺤﺒﻠﻟ ﺾﻏ
            ( ﻢﻠﺴﻣ و ىر
Artinya:
Dari Abdurrahman bin Yazid berkata aku telah masuk bersama Al Qamah dan
Aswad ali Abdillah kemudian Abdullah berkata telah ada bersama kami seorang
pemuda yang tidak menemukan, kemudian Rasulullah SAW. Berasabda kepada
kami, “hai para pemuda sekalian, barang siapa yang sudah sanggup di antara
kamu untuk menikah, hendaklah menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu
lebih menjaga penglihatan dan lebih memelihara kehormatan.Dan barang siapa
yang belum sanggup untuk menikah, berpuasalah karena sesungguhnya puasa
itu dapat mengekang syahwat.“ (H.R. Bukhari).
Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan
perempuan berdasarkan pada asas saling menoong dalam wilayah kasih sayang dan
cinta serta penghormatan.Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di
dalam rumah tangganya, seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan
suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan
baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhwari.48
E. Pengertian Nafkah
Nafkah berasal dari kata “infaq”, artinya berderma.49Dan nafkah bisa juga diartikan
sebagai “belanja”.Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada
istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.50
48 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqh Wanita, h. 43.
49 Ahmad Isa Asyur, Fiqh Islam Praktis, h. 261.
50 Proyek Pembinaan Prasarana  PTA/IAN , DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agma Islam,
Depag, Ilmu Fiqh, Jakarta, 1984-1985, h. 184
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi kata pemenuhan
yang bermakna proses, cara, perbuatan untuk memenuhi, sedangkan kata nafkah
bermakna belanja untuk hidup, pendapatan (uang), suami wajib memberi51. Memberi
nafkah kepada istri yaitu menyediakan segala keperluan istri seperti: makan,
pakaian,tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan.52 Sesuai dengan QS






“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara
ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.53
Ulama Fikih membagi nafkah atas dua bagian yaitu nafkah diri sendiri. Dalam
hal ini seorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang
lain, sesuai dengan sabda Rasulullah
“Mulailah dengan engkau, kemudian bagi orang yang berada di bawah
tanggung jawabmu (HR. Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan an-
Nasa’I dari Jabir bin Abdullah)”
Nafkah seseorang kepada orang lain menurut kesepakatan ahli fikih terjadi
disebabkan tiga hal yaitu hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan
51Kamus Besar Bahas Indonesia, h. 65.
52 Sa’id Thalib Hamdani, Risalatun Nikah, (Jakarta: Pustaka Anami, 1989), h. 123
53 Depag R.I, Al-Qur-an dan Terjemahannya, h. 57
hubungan kepemilikan (tuan terhadap hambanya).54Dalam skripsi yang kami bahas
yaitu kewajiban suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhannya disebabkan oleh
hubungan perkawinan.Seorang yang telah menikah selain berkewajiban untuk
menafkahi dirinya (hifdzu an-nafs) juga berkewajiban untuk menanggung
(mas’uliyah) kebutuhan istri dan keluarganya, halini Karena perkawinan yang sah
yang telah mereka lakukan menyebabkan adanya hak istri atas suaminya untuk
mendapatkan nafkah tersebut.
Seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya
dalam segala kondisi, baik sang istri  dalam keadaan masih kecil, miskin atau kaya,
tua atau mudah, muslimah atau dzimmi, sampai walau seorang istri mempunyai
sebuah cacat fisik yang mengakibatkan seorang suami tidak bisa bercampur dengan
istrinya.
Menurut mazhab Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, kewajiban nafkah
belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah, kewajiban nafkah itu berawal
ketika sang istri telah mecampurinya, atau ketika sang istri telah menyerahkan dirinya
kepada suaminya, atau ketika sang suami menolak membawa istrinya ke rumah sang
suami padahal sang istri telah meminta hal itu darinya, sedangkan ulama Hanafiyah
54 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedian Hukum Islam, (Jakarta: PT. Intermesa, 2001), h. 1281.
berpendapat bahwa kewajiban member nafkah, bermula setelah berlangsungnya akad
nikah yang sah meskipun sang istri belum berpindah ke rumah suaminya.55
F. Macam-macam Nafkah
Nafkah rumah tangga merupakan kewajiban suami terhadap istri, kewajiban rumah





“dan bergaullah dengan mereka secara patut.”
a. Nafkah lahir
Adapun nafkah lahir itu terbagi yaitu: makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal
(rumah). Makan minum dalam fiqh diambil ukurannya di rumah orang tua sang istri.
Mengenai pakaian sang istri menjadi kewajiban suami untuk memberinya pakaian
paling kurang dua stel atau dua pakaian selamsatu tahun. Mengenai tempat tinggal
bagi istrinya dimana ada tempat untuk tidur dan tempat makan tersendiri.57 Sesuai
dengan firman Allah SWT
QS Ath Thalaaq : 6
55 Ubaidi, Muhammad  Yaqub Thalib, Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam,
(Surabaya: Darus Sunnah, 2007), h. 32
56Depag R.I, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 119












Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan
(hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang
hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,
kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah
kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal, Kompilasi
Hukum Islam telah mengatur tersendiri dalam pasal 81 sebagai berikut:
1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya
atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama
dalam Iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman dsediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dan
gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat
kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan,
sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
58 Depag R.I, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 946.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta
disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa
alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.59
b. Nafkah Batin
Nafkah batin ialah apabila suami menggauli istri secara seksual hingga terpenuhi
kebutuhannya.Dalam bahasa ilmiah disebut hingga istri mencapai orgasme dan
hubungan kelamin itu.60
Mengenai nafkah batin, yang dimaksud adalah suami menggauli istrinya
secara seksual hingga terpenuhi hajatnya.Dalam bahasa ilmiah disebut hingga istrinya
mencapai orgasmus dari hubungan kelamin itu. Dan jika istrinya itu sakit atau rapat
lobang kemaluannya atau lelaki itu impoten, maka ia tetap wajib memberikan nafkah
kepada istrinya itu.61
Dalam suatu perkawinan dan rumah tangga  sakinah, maka faktor pergaulan
seksualitas ini juga sangat mempengaruhi, harta kekayaan yang melimpah ruah serta
sikap yang demikian memukau dan wajah yang elok bukanlah berarti apabila salah
seorang dari suami istri tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis.
59 Tim Redaksi Fokus Media, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2000), h. 30
60Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia, h. 177.
61 Hafid Abdullah, Kunsi Fiqh SYafi’i, (Semarang: CV. Any-Syifa, 1992)h. 182
Pergaulan suami istri termasuk kebutuhan istri yang wajib dipenuhi suami istri
dapat bertahan tidak digauli suami berkisar 6 atau 5 bulan dari itu istri bisa saja sudah
tidak tahan.62
G. Sebab Mendapatkan Nafkah
Sebab-sebab wajibnya nafkah adalah adanya akad nikah antara suami dan
istri, berada dalam kekuasaanya suaminya, dan suami berhak penuh untuk dirinya,
serta istri wajib taat kepada suaminya tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah
tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.
Maka agama menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya
selama pernikahan berlangsung dan selama istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain
yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum, yang
mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka
nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.63Nafkahuntuk
istrimerupakan salah satu sebab wajibnya pembentukan nafkah.64
Di dalam pasa 80 (1, 2, 3, 4) kompilasi mengatur kewajiban suami terhadap
istri dan keluarga berbunyi:
a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya yang tetapi
mengenai hal-hal rumah tangganya yang penting-penting diputuskan oleh
suami istri bersama.
62 Fatihuddin Abul,Risalah Hukum Nikah, h. 182.
63Said Thalib Al-Hambali, Risalatun Nikah, h. 124.
64 Ahmad Isa Asyur, FIqh Islam, h. 268.
b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
c. Suami wajib member pendidikan agama kepada istrinya dan member
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama,
nusa dan bangsa.
d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
1) Nikah, kswah dan tempat kediaman  bagi istri
2) Biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
3) Biaya pendidikan anak65
Dasar hukum agama dari ketentuan pasal tersebut diatas adalah seuai dengan QS An-






Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),
dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
65 Ahmad Rofiq,Hukum Islam di Indonesia, h. 186.
66 Depag R.I. Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 81
Menurut pendapat Imam Malik, bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila
ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang
dapat digauli, dan suamipun telah dewasa. Sedangkan menurut Abu Hanigah dan
Imam Syafi’I berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib member nafkah
apabila istri telah dewasa.Tetapi jika suami telah dewasa dan istri berhak memperoleh
nafkah betapapun juga keadaanya.67
Keharusan suami member nafkah istrinya ialah apabila suami istri sudah tinggal
sekamar dan watha’,jadi bukan hanya karena sudah terjadi akad nikah saja dan
kewajiban tersebut bisa menjadi gugur dari suami apabila istrinya nuzyus (durhaka)
kepadanya.68
Berdasarkan keterangan diatas maka ada beberapa syarat-syarat bagi istri agar
berhak menerima nafkah dari suaminya diantaranya adalah:
a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri
b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya
c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.69
H. Sebab yang Meruntuhkan Hak Nafkah
Nafkah yang seharusnya menjadi hak istri atas suaminya dapat runtuh (hilang)
apabila:70
67 Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyid, Judul
Terjemahan: Analisa Fiah Para Mujahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 519.
68 Peuny Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1988), h. 99
69Proyek Pembinaan Prasarana PTA/IAIN, DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
h. 187.
1. Istri melakukan perbuatan yang secara nyata menentang kehendak suami
dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan secara syara’ (nusyuz). Hal ini tentu
selayaknya menjadi perhatian bagi kaum hawa khususnya dan kaum adam
pada umumnya untuk dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga,
menjalin komunikasi yang baik, dan menjaga diri untuk tidak saling
menyakiti yang akan berdampak pada tindakan yang tidak diinginkan. Sedikit
saja kesalahan yang dilakukan maka akan berakibat fatal misalnya saja, talak,
atau jauh dari itupun berujung pada perceraian.
2. Istri sudah tidak lagi mempunyai hubungan perkawinan dengan suami (cerai).
Adanya hak nafkah bagi istri atas suaminya berdasarkan adanya ikatan
perkawinan antara keduanya. Maka tatkala ikatan ini tidak lagi terjalin
runtuhlah hak nafkah istri atas suaminya.




Metode penelitian adalah cara alamiah untuk memperoleh data dengan
kegunaan dan tujuan tertentu. Jadi setiap penelitian yang dilakukan itu memiliki
kegunaan serta tujuan tertentu. Umumnya tujuan dari penelitian itu ada 3 macam
yaitu : bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan.
Penemuan yang berarti itu datanya benar-benar baru yang memang
sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan pembuktian yang berarti itu datanya
bisa digunakan untuk membuktikan keraguan terhadap pengetahuan atau informasi
tertentu.Sementara untuk pengembangan yang berarti itu bisa memperluas dan
memperdalam pengetahuan yang ada.71
Dengan melalui suatu penelitian, manusia bisa menggunakan atas hasil yang
didapatkannya.Secara umum data yang didapat dari suatu penelitian bisa digunakan
untuk memecahkan, memahami serta untuk mengantisipasi masalah.Maksudnya
memahami di sini yaitu memperjelas informasi atau masalah yang sebelumnya tidak
diketahui dan kemudian menjadi tahu.Sedangkan memecahkan maksudnya
meminimalkan atau bahkan menghilangkan masalah sementara mengantisipasi adalah
berupaya agar tidak terjadi lagi masalah.
71 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2004), Cet. XVIII,h.135
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan), yakni
penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam
intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar
fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati.Dengan
demikian terjadi semacam kendali situasi di lapangan.72
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan  Normatif, yaitu Pendekatan normatif
adalah studi islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal atau
normatifnya. Legal-formal adalah hukum yang ada hubungannya dengan halal dan
haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran
yang terkandung dalam nash. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai
cakupan yang sangat luas sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul
fikih (usuliyin), ahli hukum islam (fuqaha), ahli tafsir (mufassirin) danah lihadits
(muhaddithin) ada hubungannya dengan aspek legal-formal serta ajaran islam dari
sumbernya termasuk pendekatan normatif.
Sisi lain dari pendekatan normatif secara umum ada dua teori yang dapat
digunakan bersama pendekatan normatif-teologis.Teori yang pertama adalah hal - hal
yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran serta dapat dibuktikan secara empirik
72 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998),Cet I, h. 21.
dan eksperimental.Teori yang kedua adalah hal-hal yang sulit dibuktikan secara
empirik dan eksperimental.Untuk hal-hal yang dapat dibuktikan secara empirik
biasanya disebut masalah yang berhubungan dengan ra’yi (penalaran).
Selain pendekatan yuridis, maka disini peneliti juga akan menggunakan
pendekatan sosiologis, dengan tujuan merujuk langsung kepada yang menikah pada
usia lanjut tersebut, guna mencari informasi yang lebih lanjut serta yang lebih efektif
terkait pelaksanaan pernikahannya tersebut.
C. Jenis dan Sumber Data
Sumber data adalah subjek darpi mana data diperoleh atau sesuatu yang dapat
memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.Berdasarkan sumbernya,
sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber primer dan
sumber data sekunder.73
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah subjek dari mana data di peroleh secara langsung
dari obyek penelitian yang menggunakan alat pengukuran alat pengambilan data
langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data
primer dalam penelitian ini adalah dari pasangan lanjut usia.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah subjek dari mana di peroleh melalui pihak lain,
tidak langsung diperoleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini,
73 Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 1998), Cet XI, h. 114.
misalnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, mislanya buku-buku
atau arsip-arsip yang berkaitan dengan pernikahan lanjut usia, dokumen dan sumber
lain yang ada relevansinya dengan penelitian yang penulis kaji.
c. Data Tersier
yaitu bahan tambahan dalam memberikan penjelasan bahan hukum primer dan
sekunder yang berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Ilmiah.
D. Metode Pengumpulan Data
Pada penelitian ini, menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu
pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi.
1. Pengamatan (Observasi)
Pengamatan atau observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang di selidiki.
Dalam hal ini peneliti menggunakan metode observasi non partisipasi.
Metode ini bertujuan memahami suatu cara hidup arti pandangan orang-orang
yang terlibat didalamnya, yang mana dalam hal ini mencangkup tiga aspek yaitu apa
yang dikerjakan, apa yang diketahui, dan benda-benda apa yang gunakan.
2. Wawancara (interview)
Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara
lisan guna mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mengumpulkan keterangan tentang
kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.
Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara
semiterstruktur.Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in deph
interview.Dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara
terstruktur.Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan
secara lebih terbuka.Pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.
Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat
apa yang dikemukakan informan.
Wawancara ini dilakukan untuk menggali data-data atau informasi dari subjek
penelitian terkait tentang pernikahan lanjut usia.
3. Dokumentasi
Dokumen adalah setiap data tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak
dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Adapun dokumentasi yang
dimaksud oleh peneliti adalah temuan data-data dari berbagai sumber tertulis
dilapangan yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan.
E. Teknik Pengolahan dan Analisi Data
Untuk mempermudah pemahaman maka dalam pengolahan analisis data,
peneliti disini menggunakan:74
1. Edit (Editing)
Proses editing adalah kegiatan merapikan seluruh data yang diperoleh untuk
mempermudah proses pengolahan data berikutnya. Proses ini terdiri dari serangkaian
kegiatan membaca seluruh catatan yang ada dan memperbaiki catatan – catatan yang
ada.
74Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), Cet. XI,h.18.
2. Klasifikasi (Classifying)
Merupakan langkah kedua dalam analisis data kualitatif. Tanpa klasifikasi
data, tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang di analisis. Selain itu peneliti harus
membuat perbandingan yang bermakna antara setiap bagian dari data. Data yang
diperoleh dari masyarakat di klasifikasi, mana data yang berupa pemahaman
masyarakat tentang penikahan lanjut usia dan pemenuhan nafkah terhadap. Hal ini
untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.
3. Verifikasi (Verifying)
Langkah ketiga, peneliti melakukan verifikasi (pengecekan ulang) terhadap
data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan.Agar akurasi data yang telah
terkumpul itu dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca.Dalam
hal ini, peneliti menemui kembali pihak-pihak (informan-informan) yang telah
diwawancarai, kemudian peneliti memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan
ditanggapi. Data yang telah di peroleh dan di klasifikasikan, di cek kembali
kebenarannya dengan cara peneliti kembali lagi ke lapangan dan menemui informan,
dengan memberitahukan pemahaman mereka terkait pernikahan lanjut  usia terkait
dengan pemenuhan nafkah kepada istrinya dengan tujuan agar mereka menanggapi
apa yang telah mereka pahami.
4. Analisis (Analyzing)
Analisis yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah
dibaca dan diinterpretasikan. Adapun analisis data yang digunakan peneliti dalam
penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan
keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisah-
pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.Dengan demikian, dalam
penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi,
digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka
sebagaimana dalam penelitian statistik. Dari serangkaian proses pengolahan data
yang telah di lakukan oleh peneliti,. Jadi hasil penelitian bisa di ketahui setelah proses
analisis di lakukan.
5. Kesimpulan (Concluding)
Langkah terakhir, yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yan telah
diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.Peneliti pada tahap ini membuat
kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah
dipahami tentang relasi antara realitas dengan normatifitas. Akhir dari proses
pengolahan data adalah kesimpulan yang merupakan jawaban dari pernikahan  lanjut
usai kaitannya dengan pemenuhan nafkah di tinjau dari hukum Islam. Dari sini di
ketahui perbedaan antara teori dan praktek yang ada di masyarakat.
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep
1. Letak Geografis
Secara geografis Kecamatan Mandalle adalah kecamatan paling utara dari
kabupaten Pangkep dan Kepualauan dengan batas wilayah yaitu: (Utara: kabupaten
Barru,Timur: Kabupaten Barru, Selatan: Kecamatan Segeri, Barat: Selat Makassar),
luas wilayah 40, 16 KM2
Berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2000, Kecamatan Mandalle merupakan
daerah otonom yang memisahkan diri dari kecamatan segeri dan merupakan wilayah
adat gemeensschap tersendiri (Pemerintahan  kekaraengan).75
2. Sejarah dan Keadaan Kecamatan Mandalle
a. Sejarah Kecamatan Mandalle
Mandalle Desa ini merupakan salah satu wilayah kecamatan daratan paling
utara dalam lingkup administratif Pemerintahan Kbupaten Pangkep. Luas wilayahnya
mencapai 40,16 km2 atau sekitar 3,61 persen dari keseluruhan luas wilayah
Kabupaten Pangkep. Kecamatan Mandalle berbatasan dengan Kabupaten Barru di
sebelah utaranya dan Kecamatan Segeri di sebelah selatannya, berjarak sekitar 30 km
75Data Kecamatan Mandalle Tahun 2014
dari Pangkajene, ibukota kabupaten Pangkep atau sekitar 75 km dari Kota Makassar,
ibukota Propinsi Sulawesi Selatan.76
kata “Mandalle” diduga berasal dari kata ‘Ma’runtu Dalle’ (Bugis :
Mendapatkan Rezeki). Ma’runtu berarti mendapatkan dan kata “Dalle” bermakna
rezeki. Dengan mengacu asal kata Mandalle tersebut, dapat disimpulkan bahwa
Mandalle berarti “Mendapatkan Rezeki”. Dugaan ini mungkin mendapatkan
konfirmasi dari luasnya wilayah pertanian padi sawah di Mandalle. Sampai saat ini,
belum ada keterangan lain yang penulis dapatkan sehubungan dengan asal muasal
perkataan ’Mandalle’ ini.
b. Keadaan Kecamatan Mandalle
Keadaan Kecamatan Mandalle dapat penyusun Klasifikasikan dalam berbagai
hal:77
1. Pemerintahan
Di Kecamatan Mandalle terdapat 6 desa, 27 Rukun Warga dan 84 Rukun
Tangga, dengan jumlah aparat desa sebanyak 60 orang yang terdiri atas : 27 orang
Kepala Urusan, 14 Kepala Dusun dan 19 orang staf Desa.
76 Data Kantor Kecamatan Mandalle tahun 2014
77http://pangkepkab.go.id/ diakses pada tanggal 16 januari 2014, Pukul 13.00
Struktur Organisasi Kecamtan Mandalle
Table 1
Struktur Organiasi kecamatan Mandalle
Camat



















No Desa / Kelurahan Kepala Desa
1 Desa Benteng M. Nasir
2 Desa Manggalung Lukman. R
3 Desa Boddie Tasman Gusti
4 Desa Tamarupa H. M. Natsir
5 Desa Mandalle Abd. Rahman Amd
6 Desa Coppo Tompong Drs. H. Aminullah Umar
Table 2
Nama dan Jumlah Desa di kecamatan Mandalle
1. Kependudukan
Jumlah penduduk Kecamatan Mandalle sebanyak 12.735 jiwa yang terdiri dari 6.049
jiwa laki-laki dan 6.686 jiwa perempuan, dengan sex ratio sebesar 90 dan kepadatan
penduduk sebesar 317 jiwa/KM2.
2. Kondisi Sosial
Jumlah sarana Pendidikan sebanyak 29 terdiri dari TK sebanyak 3 Sekolah, SD dan
sederajat 17 Sekolah, SMP dan Sederajat 5 Sekolah, SMA dan Sederajat 3 Sekolah
dan 1 buah Akademi/Universitas, sedangkan untuk sarana olahraga sebanyak 23
Lapangan, terdiri dari lapangan sepak bola 3 buah, lapangan basket 2 buah, lapangan
voly 7 buah, lapangan bulu tangkis 3 buah dan terakhir lapangan tenis meja 8 buah.
Tempat ibadah sebanyak 27 buah yang terdiri dari: Masjid 26 buah dan Mushallah 1
buah. Jumlah sarana Kesehatan di Kecamatan Mandalle sebanyak 29 buah terdiri
dari: Puskesmas 1 buah, pustu 5 buah, balai pelayanan Masyarakat 22 buah dan
apotek 1 buah.
3. Industri
Di kecamatan Mandalle terdapat 360 buah Industri, terdiri dari 156 buah
industry kecil dan 204 industri rumah tangga.
4. Ternak
Jumlah ternak di Kecamatan Mandalle terdiri dari ternak sapi 1.633 ekor,
ternak kambing 737 ekor, ternak kerbau 99 ekor, ternak kuda 367 ekor, ternak ayam
23.350 ekor dan ternak itik 20.130 ekor.
B. Proses Pelaksanaan Pernikahan Lanjut Usia di Kecamatan Mandalle
Kabupaten Pangkep
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pernikahan diartikan; 1) Hal
(perbuatan) nikah 2) Upacara nikah. 78sedangan Lanjut Usia bermakna; 1) Orang
yang sudah berumur tua 2) Usia sudah berumur.
Jika kata “pernikahan” dan kata “lanjutr Usia” dihubungan menjadi
pernikahan lanjut usia, maka dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan nikah yang
dilakukan oleh seseorang yang sudah berumur tua.
Ada beberapa tahapan sebelum pelaksanaan pernikahan lanjut usia di
Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, yaitu:
a. Nasihat
Nasihat dilakukan oleh  kyai sesepuh yang dipandang pada wilayah tersebut
kepada kedua calon mempelai yaitu pasangan lanjut usia yang bertujuan memberikan
78Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai PUstaka), 2005, h. 636.
nasihat atau sebuah pengertian kepada pasangan lanjut usia, yang berkaitan dengan
kesiapan kedua calon mempelai untuk menjalani kehidupan berumah tangga.79
b. Penetapan Mahar
Dalam hal penetapan mahar kedua belah pihak (calon pengantin) melakukan
musyawarah dengan keluarga untuk menetapkan besar kecilnya mahar yang harus di
berikan kepada mempelai perempuan.80
c. Pemeriksaan
Selain nasihat sebuah pemeriksaan juga dilakukan kyai, layaknya sebuah
pernikahan yang dilakukan oleh pejabat pencatat nikah.Namun dalam
pemeriksaannya hanya menanyakan keberadaan wali, dan ada atau tidaknya suatu
halangan dalam melangsungkan pernikahan.
Dalam pelaksanaan dihadiri oleh keluarga.81Dalam pelaksanaan pernikahan
dilaksanakan oleh kyai yang bertugas sebagai penghulu dan saudara atau kerabat
sebagai wali bagi pengantin perempuan.
Dalam pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Mandalle ada yang
menggunakan wali nasab dan adapula menggunakan wali hakim akan tetapi dengan
alasan sudah tidak ada lagi garis wali yang di anggap berhak menjadi wali.82
79 Wawancara dengan Drs. H.Bahri kepala KUA Kecamatan Mandalle pada tanggal 16
januari 2014 jam 09.00 WITA.
80 Wawancara dengan Abdul Hafik selaku Imam Desa pada tanggal 17 januari 2014 jam
10.00 WITA
81 Wawancara dengan Arase pasangan lanjut usia pada tangggal 17 januari 2014 jam 11.00
WITA
C. Pelaksanaan Pernikahan Lanjut Usia dan Nafkah di Kecamtan Mandlle
Kabupaten Pangkep
1. Pelaksanaan Pernikahan lanju Usia
Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Mandalle
Kabupaten Pangkep berjumlah 16 pasangan, di bawah ini adalah keterangan yang
melaksanakan pernikahan:
NAMA YANG MELAKSANAKAN PERNIKAHAN LANJUT USIA
SKALA 2009-201483









































82 Wawancara dengan  Drs. H. Bahri  selaku kepala KUA
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Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle
Table 3
Daftar Nama yang Menikah pada usia lanjut
Dalam tahapan ini pernikahan dilaksankan oleh keluarga kedua bela pihak dan
mendatangkan saksi yaitu perangkat desa.
Tahapan tahapan diatas dilakukan sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan
pernikahan tersebut sesuai dengan agama dan dianggap sah oleh agama.Selain itu
dalam pernikahannya tetap memberikan mahar baik berupa emas tanah dan lain-lain.
Setelah kedua calon mempelai siap dan saling menyetujui maka calon
mempelai perempuan mewakilkan dirinya kepada kyai untuk dinikahkan, dengan
ucapan sebagai berikut:84
“Pak Kyai pakkawikka’ sibawa aruane. Saya minta dinikahkan dengan
seorang laki-laki…dengan mas kawin….dibayar tunai”.dilanjutkan dengan
penerimaan wakalah wali dari calon mempelai perempuan kepada kyai
dengan ucapan: “saya terima"
84Wawancara dengan Ustadz Said,. Tanggal 18 Januari 2014, jam 12. 00 WITA
Setelah menerima wakalah dari calon mempelai perempuan, kyai pun
melaksanakan pernikahan dimana diadakannya ijab qabul antara kyai dan calon
mempelai pengantin perempuan. Ijab qabul tersebut berbunyi, sebagai berikut:
“saya nikahkan saudra dengan seorang perempuan… yang telah dimandatkan
wali anda kepada saya dengan mas kawin…dibayar tunai.
Dilanjutkan oleh pengantin laki-laki: sya terima nikahnya …. Dengan mas
kawin…dibayar tunai.
Dalam pelaksanaan pernikahan Lanjut Usia ini tetap di catatkan oleh Pegawai
Penacatat Nikah( PPN) sesuai dengan UUP No 1 tahun 1974.
2. Pemberian Nafkah di Kecamtan Mandalle Kabupaten Pangkep
Setelah pernikahan terjadi, tanggung jawab suamipun bertambah yaitu
tanggung jawab terhadap istri (nafkah), nafkah merupakan kewajiban suami yang
harus dipenuhi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi kata
pernikahan yang bermakna proses, cara, perbuatan untuk memenuhi, sedangkan kata
nafkah bermakna belanja untuk hidup, (uang) pendapatan; suami wajib memberi85.
Apabila kata pemenuhan dan nafkah ini dihubungkan menjadi pemenuhan nafkah,
maka dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau cara untuk memenuhi belanja
untuk hidup.
Seacara garis besar ada dua pembagian nafkah suami kepada istri di
Kecamatan Mandalle Kabupaten pangkep yaitu:
a. Nafkah lahir
85 Kamus besar Bahasa Indonesia , h. 650.
Suami wajib memberikan nafkah lahir kepada istrinya seperti uang belanja,
pakaian dan makanan.Karena kewajiban memberikan nafkah ada di pihak suami, dan
suami tidak boleh mengabaikannya.Sehingga menuntut suamiuntuk memberikan
semua kebutuhan istri.
Menurut penuturan Imam desa setempat rata-rata yang menikah lansia
suaminya mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istrinya sehari-
hari , tapi ada pula yang mengandalkan istri yang bekerja baik itu wiraswasta
membuka tokoh di rumah masing-masing dan adapula yang mengandalkan dari sanak
saudaranya masing-masing.86
b. Nafkah batin
Nafkah batin yang dimaksud adalah suami menggauli istrinya secara seksual, bagi
pasangan lansia hal ini bisa saja akan tetapi sulit menghasilkan keturunan kalaupun
bisa menghasilkan keturunan anak tersebut beresiko terkena cacat, tidak seperti
wanita yang mengalami masa menopause yang sudah lanjut usia masih tetap bisa
menghasilkan sperma. Namun, seiring dengan bertambahnya usia dan faktor
lingkungan sperma pria lansia akan mengalami mutasi yang menyebabkan kualitasnya
menurun.87
86 Wawancara Abdul Hafik selaku Imam Desa  17 Januari 2015, Pukul 10.00 WITA.
87sperma-pria-lansia-bisa-bikin-anak-cacat.html, di akses pada tanggal 22 Januari 2014, jam
14.00 WITA.
Dalam pemenuhan nafkah batin kedua pasangan yang kadang masih punya
kemauan untuk saling bergaul, keadaan suami ataupun keadaan istri juga kurang
mampu membuat pasangan saling menyadari kekurangan masing-masing.
Untuk menegetahui beberapa keterangan dari sumber, maka penulis mengadakan
wawancara langsung dengan suami istri yang menikah, hasil yang penulis peroleh
adalah:
1. Suami
Pasangan menuturkan bahwa nafkah batin belum bisa atau kurang mampu akan
tetapi masih mempunyai kemauan untuk melakukannya. Menurutnya hanya sebatas
rangkulan ataupun berpegangan tangan.88 Hal senada juga diungkapkan oleh
pasangan lainnya karena memang dalam pernikahannya faktor yang dianggap sebagai
penghambat adalah usia yang sudah tua (tidak mampu).89
2. Istri
Salah satu istri mengatakan meskipun dalam keadaan seperti ini sebenarnya
masih menginginkan adanya pergaulan anatara suami dan istri.90 Dan ada juga
mengatakan meskipun menyadari kalau keduanya, atau salah satunya tidak mampu
88 Wawancara langsung dengan yang melaksanakan pernikahan lanjut usia, bapak  Abdul
Pattah, pada tanggal 22 Januari tahun 2015, pukul 14.00 WITA.
89 Wawancara dengan bapak Sakka yang menikah pada usia lanjut  pada tanggal 23 Januari
2015, pukul 10.00 WITA.
90Wawancara langsung dengan pasangan bapak Abdul Pattah, yaitu Ibu St. Fatimah pada
tanggal 22 Januari 2015, pukul 14.00 WITA.
lagi menjalankan pergaulan masing-masing mempunyai keinginan akan tetapi faktor
umurlah yang mempengaruhinya.91
D. Alasan yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pernikahan Lanju Usia di
Kecamatan Mandalle.
Dari data yang penulis peroleh dengan cara terjun langsung pada obyek
penelitian, penulis mendapat berbagai informasi yang dapat membantu dalam
pembuatan skripsi.
Pengamatan yang penulis lakukan dibantu  berbagai pihak terkait, baik pasngan
menikah lansia, pegawai KUA, Imam Desa, beserta ulama-ulama yang menikahkan.
1. Kadu T dan Fatih
Wawancara dengan Bapak Kadu dan Ibu Fatih, pasangan yang menikah pada tahun
2014, pasangan tersebut baru menitih rumah tangga bersama menurut pasangan
tersebut pernikahan yang dilakukannya untuk mencari ketenangan batin dalam
menghadapi masa tua sehingga bisa saling berbagi kasih dengan cara mencari
pendamping hidup dan ada yang bisa menemani di waktu senang dan susah.92
2. Syarifuddin dan Satriani
Wawancara dengan Bapak Syarifuddin dan Ibu Satriani, pasangan yang
mempunyai perbedaan usia yang cukup jauh yang menikah pada usia yaitu bapak
91 Wawancara dengan pasangan Bapak Sakka, yaitu Ibu Darmasia , pada tanggal 23 Januari
tahun 2015, pukul 10.00 WITA.
92 Wawancara dengan bapak  kadu  Tdan Ibu Fatih,  pada tanggal 28 Januari 2015, Pukul
11.00 WITA.
Syarifuddin berumur 60 Tahu, sedangkan Ibu Satriani 25 tahun , mengungkapkan
hingga pada saat ini belum mendapatkan buah hati (anak) waluapun pasangan
tersebut sudah berusaha untuk mendapatkan anak mengingat umur salah satu
pasangan tidak lagi mudah, susah mendapatkan keturunan, namun tidak menutup
kemungkinan jika Allah berkehendak mereka sangat mengharapkan. Mereka
mengungkapkan selain mendapatkan keturunan pasangan tersebut mencari
pendamping hidup yang setia sehidup semati.93
Selain adanya alasan-alasan dari pasangan ada beberapa alasan yang saya
dapatkan melalui informasi salah satu keluarga pasangan tersebut bahwasanya
pernikahan tersebut dilaksanakan dikarenakan laki laki yang sudah berusia lanjut
tidak lagi ada yang mengurusi perawatan dan kesehatan sehingga pihak keluarga laki-
laki menganjurkan untuk menikah agar ada yang mengurusi sehari-harinya.
Keterangan di atas adalah alasan pelaksanaan pernikahan lanjut usia di
Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, mengingat usia yang memang sudah tidak
lagi muda. Meskipun demikian para pasangan tersebut masih mempunyai ketertarikan
antara satu dengan lainnya.
Hal serupa bukan merupakan tujuan dari pernikahan seutuhnya wanita
dinikahi tidak hanya untuk merawat tapi wanita berhak atau dengan kata lain wajib
menerima nafkah dari suaminya baik berupa  nafkah lahir maupun nafkah batin,
93Wawancara dengan Bapak Syarifuddin dan Ibu Satriani, pada tanggal 29 Januari 2015,
Pukul 10.00 WITA.
stetmen tersebut adabaiknya dihilangkan karena seolah-olah wanita menikah hanya
merawat suaminya kelak.
E. Analisis Terhadap Pernikahan lanjut Usia Kaitannya dengan Pemenuhan
Nafkah di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep
1. Analisis Terhadap Pernikahan Lanjut Usia
Setelah penulis meneliti, sebenarnya apakah pasangan lanjut usia di
Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep melaksanakan pernikahan dan
merealisasikan nafkah terhadap istri sesuai dengan hukum islam atau hanya sebagai
kedok untuk menutupi sebuah perbuatan semata. Dari penelitian penulis memperoleh
beberapa masukan yang dipadukan dengan buku-buku yang berhubungan dengan
pernikahan dan nafkah.
Berkaitan dengan pernikahan tidak akan lepas dari tujuan, syarat dan rukun
yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Mengenai pernikahan lanjut usia
perlu mendapatkan perhatian khusus karena pasangan lanjut usia di Kecamatan
Mandalle Kabupaten Pangkep menganggap hal ini adalah hal yang biasa.
Di dalam bab sebelumnya pernah diungkapkan tentang tujuan pernikahan,
baik tujuan dalam Islam maupun dari pasangan lanjut usia, yaitu pernikahan
dilakukan untuk mencari ketenangan batin dan mencari teman hidup dihari tua. Dan
beberapa alasan yang paling mendasar dilaksanakannya pernikahan lanjut usia.
Alasan tersebut yaitu adanya kecenderungan perbuatan yang dilarang agama yaitu
zina.
Pernikahan merupakan sunah yang mengikat pria dan wanita dengan jalan
aqad nikah yaitu ijab dan qabul dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran agama
Islam. Dalam suatu pernikahan terdapat tujuan, antara lain: membina kehidupan
keluarga yang tenang dan bahagia, hidup cinta mencintai dan kasih mengasihi serta
melanjutkan dan memelihara keturunan.94
Tanpa adanya satu kesatuan tujuan dalam keluarga dan tanpa adanya
kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan
bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan dalam mengurangi
rumah tangganya,karena itu tujuan merupakan titik temu bersama yang harus
diusahakan secara bersama-sama.
Menurut ajaran Islam mencapai ketengan batin dan kehidupan yang damai
adalah hakikat pernikahan muslim yang disebut dengan keluarga sakinah. Dan untuk
memenuhi semua kebutuhan manusia agar dapat bahagia dan tenang salah satunya
adalah terpenuhinya kebutuhan biologis.
Sementara kenyataan yang ada di Kecamatan Mandalle menunjukkan bahwa
pernikahan lanjut usia dilaksanakan agar ada yang menenemani di hari tuanya dan
ada pula juga perempuan yang dinikahinya untuk merawat dirinya dimasa tuanya,
pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki lansia tersebut tetap di catatkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
94Dirjen Bimais Dan Penyelenggara Haji Depag RI, Modal Pendidikan Agama Dalam
Keluarga, h. 104.
Pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan atas kesadaran masing-masing
pihak, baik yang melaksanakan pernikahan ataupun keluarga kedua bela pihak  yang
memang menyadari dan memahami kondisi dan kesulitan akan kebutuhan pasangan
tersebut, sepanjang kesulitan pasangan tersebut kan kebutuhan dapat teratasi.
Menurut informasi dari pasangan tersebut mengenai tujuan pernikahan
mereka, berbeda antara yang satu dengan yang lain. Arase mengatakan bahwa tujuan
dari pernikahannya yaitu untuk mencari pendamping hidup, serta adanya anjuran dari
keluarga agar ada yang merawat dan menjaga semasa hidupnya.
Jika melihat lebih jauh lagi tentang pernikahan lanjut usia, penulis melihat
sebenarnya pernikahan lanjut usia tidak hanya mencari ketenangan batin dan mencari
teman hidup di hari tua saja ataupun menghilangkan pikiran stress saja, akan tetapi
dilakukan berdasarkan himbauan dari keluarga yang menganjurkan untuk menikah.
Himbauan ini dilakukan agar kelak ada yang menemani, menjaga, merawat.Penulis
setuju pernikahan tersebut dilaksanakan asalkan tujuannya baik tanpa ada niat jahat,




“segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya”
95 Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh, (Jakarta: PT. Radar Jaya: 2004), Cet V, h. 9
Tentu dengan adanya pelaksanaan pernikahan yang dilakukan laki-laki lansia
sebagai solusi terbaik.Mungkin saja ada beberapa dampak yang menjadi problem
tersendiri bagi keluarga dengan pernikahan dengan jalan seperti ini.Tetapi sepanjang
penulis melakukan interview dengan pasang tersebut rata-rata menjawab bahwa tidak
ada masalah dalam pernikahan yang mereka lakukan.
Selain adanya pernikahan juga terdapat rukun dan syarat pernikahan, yang
merupakan penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan.Bila salah satu rukun atau
syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.Sehingga
pernikahan dianggap belum pernah terjadi, baik dalam kenyataan ataupun dalam arti
hukum.
Dalam proses pernikahan haruslah mempunyai syarat dan rukun yang sah
diantarana: Akad nikah yang merupakan faktor pertama adalah adanya sighat yang
berisi pengawinan dari wali/wakil yang ditunjuk dan penerimanya (qabul) dari calon
suami/wakilnya selain itu akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis dengan
tidak ada perbedaan waktu yang lama antara ijab dan qabulnya serta didengar oleh
kedua belah pihak dan dua orang saksi, dalam ijab qabul juga haruslah jelas supaya
tidak terdapat kesamaran yang meragukan.
Secara garis besar memang syarat dalam pernikahan lanjut usia yang ada di
kecamatan Mandalle tersebut telah terpenuhi namun dalam hal wali ada beberapa
yang berbeda. Ini dapat terlihat pada waktu wawancara dengan pasangan tersebut
yaitu: Bapak Kadu dan Fatih, dan Sakka dan Darmawati, yang mengatakan: ketika
dalam pernikahan perwaliannya menggunakan wali halim, sedangkan Arase dan
Anisa mengatakan bahwa ketika dalam pernikahannya dihadiri oleh keluarga (kakak)
akan tetapi pernikahannya tetap menggunakan wali hakim.
Dalam buku “Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Kepustusan
Muktamar, Munas, dan Kombes-NU” mengatakan bahwa ketika akad nikah,
nikahnya dianggap sah, meskipun wali yang mewakilkan turut hadir.96 Berbeda
ketika seandainya si ayah atau sodara mewakilkan kepada orang lain dalam
melaksanakan akad nikah dan ia hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi.
(rangkap fungsi sebagai orang yang mewakilkan dan juga sebagai saksi) maka
akadnya tidak sah. Karena ia ditetukan sebagai aqid, bukan sebagai saksi.
Dalam hal ini penulis sepakat ketika perwalian dalam pernikahan tetap
diharuskan (diutamakan) karena hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah yang
berbunyi:
   ( ﻲﻘﮭﯿﺒﻟا هاور ) ﻲﻟ ﻮﺑ ﻻا ح ﺎﻜﻧ ﻻ : ل ﺎﻗ ﮫﻨﻋ ﷲ ﻲﺿ ر س ﺎﺒﻋ ﻦﺑ ا ﻦﻋ
Artinya:
“Dari Ibnu Abbas RA berkata: tidak ada nikah kecuali dengan wali”97
Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 tentang wali nikah
menjelaska
n:
96 Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Kepustusan Muktamar, Munas,
dan Kombes-NU, (Surabaya: Diantama, 2005, Cet II, h. 202.
97 Abi Bakr Ahmad Ibnu Husain Ibnu Ali Bsihaqi, Sunnatul Qubra VII, Darul Qutub Al-
Ilmiyah, Beirut Libanon, h. 182.
“bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
tidak ada tau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui keberadaanya
atau gaib adlal atau enggan98”
Beradasrkan ketentuan diatas penulis lebih condong ketika dalam pernikahan
kedudukan wali nasab lebih diutamakan daripada wali hakim ini dapat dilihat dari
pengertian wali itu sendiri yaitu orang yang berkuasa menikahkan seorang wanita
dengan calon suaminya.Akan tetapi wali hakim juga dapat bertindak sebgai wali,
ketika wali nasab sudah tidak ada lagi, mengingat wali sangat menetukan sah
tidaknya suatu perkawinan.
Sebagai perbuatan yang sakral, pernikahan diharuskan memenuhi syarat dan
rukun, bila dikaitkan dengan pelaksanaan pernikahan lanjt usia, pernikahan semacam
ini,  dianggap sah karena dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah.
Dalam pernikahan, saksi merupakan syarat sahnya perkawinan karena dengan
adanya dua orang saksi yang sudah dipersiapkan sebelum akad nikah, kesaksiannya
bisa lebih terpelihara.Karena kesaksian mempunyai tujuan yaitu menjaga
kemaslahatan baik dengan adanya dua orang saksi atau maklumat
pernikahan.Keduanya sama-sama bertujuan supaya pelaksanaan pernikahan diketahui
oleh pihak selain yang berkepentingan (suami dan istri) dengan pertimbangan agar
kedua belah pihak tidak saling mengingkari perkawinan itu. Dan dalam pernikahan
pemberian mahar tidak ada ketentuan berapa jumlah yang harus diberikan karena
apabila adanya penentuan jumlah menurut penulis akan mempersulit suatu jalan
98 Tim Penyusun Fokus Media, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus media, 2005), Cet
I, h. 13.
menuju pernikahan, sebab tidak semua laki-laki mampu membayar mahar yang
ditentukan jumlahnya dan sebaliknya apabila tidak menetukan mahar berarti
mempermudah jalan menuju pernikahan.
Selain itu pernikahan juga harus dengan persetujuan kedua pasangan
pengantin, yang dikuatkan pendapat Muhammad Amin Suma dalam bukunya
“Hukum Keluarga Islam di dunia Islam” menerangkan bahwa unsure hakiki dalam
pernikahan adalah adanya keridhaan laki-laki dan perempuan serta perseuaian
kesepakatan mereka, untuk mengikay hidup berkeluarga. Karena sifat ridha dan
kesesuaian bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata, maka harus
ada simbolisasi yang tegas untuk menunjukkan keamanan mengadakan ikatan suami
istri.99
Seperti yang diungkapkan oeh Ahmad Rafiq dalam bukunya” Hukum Islam di
Indonesia”.Mengatakan bahwa untuk melindungi martabat dan kesucian (misaq al-
galid) perkawinan dan lebih khusu lagi melindungi perempuan dalam kehidupan
rumah tangga.Dilakukan pencatatan pernikahan sebagai upaya untuk mewujudkan
ketertiban perkawinan dalam masyakat, yang diatur melalui perundang-undangan.100
Happy Susanto dalam bukunya “Nikah Siri Apa Untungnya?” mengutip dari
pendapat seorang ulama klasik Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatto yang
menerangkan nikah siri haram hukumnya, pendapat Imam Malik dari abu Az zubair
99Muahammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2005), h. 50.
100 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003) Cet VI, h. 107.
al-Maki, bahwasanya  Umar bin Khattab ditanya tentang suatu pernikahan yang tidak
disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan perempuan, maka Umar berkata:
“Ini pernikahan rahasia (sembunyi-sembunyi), dan aku tidak membolehkannya.
Bila aku menemukannya aku akan merajamnya”
Dan Imam Malik juga menegaskan bahwa pernikahan seperti ini dilarang dan
yang telah terlanjur melakukannya maka harus dipisahkan atau diabatalkan.101
Dalam bukunya Idris Ramulyo “Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan,
Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam” mengatakan:
pernikahan yang dilakukan secara bawah tangan adalah tidak sah menurut hukum
Islam. Dengan alasan apabila dikaitkan dengan dampak yang akan terjadi dari
pernikahan semacam ini yang tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi
pasngan suami istri. Demikian pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ijma
menjamin kepastian hukum dan kemaslahatan umum.
M. Idris Ramulyo juga mengatakan: agar masyarakat Islam menyadari
sungguh-sungguh tentang akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan dibawah
tangan ini demi kepentingan kepastian hukum bagi generasi keturunan selanjutnya
agar mereka tidak kecewa dikemudian hari, agar perkawinan seperti ini tidak ada
berkembang menjadi mode yang dapat mengaburkan citra hukum Islam.102
101 Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya?, (Jakarta: Visimedia), Cet I, h. 8
102 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, HUkum Kewarisa, Hukum Acara Peradilan
Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: PT. SInar Grafik, 1995), Cet I, h. 23.
Menurut penulis secara umum praktek pernikahan seperti ini, yang tidak
dicatatkan cenderung diperbolehkan asalkan memnuhi syarat dan rukun pernikahan,
sebaliknya apabila dilihat dari hukum positif nasional, nikah seperti ini dianggap
illegal karena dampak negatif lebih besar terhadap istri. Selain itu pernikahan ini
dalam perundang-undangan baik dalam undang-undang perkawinan maupun dalam
KHI, tidak menyebutkan sama sekali pernikahan semacam ini jadi ketika pernikahan
semacam ini tetap dilakukan pasangan tersebut telah mengambil resiko paling tinggi
yaitu tidak dapat menuntut apa yang menjadi haknya.
Apabila dilihat secara mendalam praktek pernikahan seperti ini terdapat hal-
hal yang negatif yaitu adanya diskriminasi terhadap hak-hak perempuan mengingat
pernikahan dilakukan secara tertutup.103Apalagi dikaitkan dengan akibat dari
perkawinan sepoerti ini yang tidak menggambarkan adanya kepastian hukum.Namun
pernikahan ini tetap dianggap sah jika memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan.
F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri
Dalam suatu pernikahan mempunyai dampak di dalam kehidupan rumah
tangganya (di dalam pernikahan), seorang suami mendapatkan tanggungjawab
finansila dalam rumah tangga.Segala kebutuhan ekonomi (nafkah) yang muncul
setelah terjadinya pernikahan menjadi tanggungjawab suami untuk memenuhinya
serta tanggungjawab terhadap kebutuhan biologis terhadap istri.
103 Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya?, h. 87.
Setelah penulis deskripsikan tentang pernikahan sampai dengan pemenuhan
nafkah di kecamatan Mandalle tentu semuanya tidak bisa lepas dari hukum dan
bagaiman bila pemenuhan nafkah ditinjau dari sudut hukum Islam. Analisis hukum
Islam mengenai pemenuhan nafkah suami kepada istri meliputu:
1. Nafkah Lahir
Sebelum masuk pada pokok permasalahan, penulis sebutkan terlebih dahulu beberapa
kategori yang termasuk dalam pemenuhan nafkah suami yaitu meliputi makanan,
pakaian dan tempat tinggal,104 dari semua kategori nafkah tersebut, istri berhak
menuntut kepada suami untuk memenuhi semua kebutuhannya, karena memang
nafkah merupakan tanggung jawab dari kewajiban suami kepada istri, baik itu berupa
pangan, sandang, tempat tinggal (rumah) sesuai dengan kemampuannya di dalam
KHI pasal 80, 81, yang menerangkan tentang kewajiban suami juga diterangkan





Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara
ma'ruf.
Menurut penulis dari ayat teresebut menjelaskan bahwa seorang suami (ayah)
mempunyai kewajiban yaitu harus memberikan makan dan pakaian kepada ibu
104 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), h. 422
105 Depatemen Agama RI, Al-QUr’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989),
h. 57.
(istri) dengan cara yang baik (pantas), dan juga pemenuhan nafkah suami kepada istri
tidak hanya sebatas makan dan minum saja melainkan semua kebutuhan istri. Dan
bila dikaitkan dengan pasangan di Kecamatan Mandalle pemebrian nafkah tetap
menjadi tanggungan suami, mengingat tanggung jawab suami adalah memberikan
bantuan kepada istri.
Hal ini juga dilakukan pendapat jumhur fuqaha yang sependapat terhadap
adanya pelaksanaan nafkah.Dalam bukunya Peunoah Daly “Hukum Perkawinan
Islam” mengatakan suami harus memberikan nafkah kepada istrinya apabila
keduanya sudah tinggal satu kamar dan telah watha’, jadi pemberian nafkah bukan
hanya sudah terjadi akad nikah saja.Dan kewajiban tersebut dapat dikatakan gugur
apabila istrinya nusyuz (durhaka) kepadanya.106
Suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri berupa pakaian
dan tempat tinggal, dan suami tidak boleh mengabaikan semua kewajiban tersebut.
Dalam bukunya Sri Suhandjati “Islam MenentangKekerasan Terhadap Istri”
menyebutkan bahwa menelantarkan istri yang menjadi tanggung jawab suami dengan
tidak memberikan kebutuhan hidupnya, seperti makan, pakaian, tempat tinggal,
ataupun jaminankesehatan, termasuk telah melakukan kekerasan terhadap
istri.107Karena Islam melarang terjadinya hal seperti ini terhadap istri, bahkan suami
yang telah menceraikan istrinya, masih diharuskan memberikan nafkah.
106 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Midas Surya Grafindo), h. 99
107 Sri Suhandjati Sukri, Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri, (Yogyakarta: Gamma
Media). Cet I, h. 83.
Penulis sepakat ketika nafkah menjadi tanggungjawab suami dengan syarat
apabila sudah terjadi aqad, karena setiap hubungan terjadi antar manusia dibangun
berdasarkan akad atau suatu perjanjian yang didalamnya terkandung unsur hak dan
kewajiban yang melibatkan pihak terkait (suami dan istri). Jadi tidaklah harus dengan
adanya watha’ akan tetapi dengan adanya aqad nafkah sudah menjadi tanggung jawab
suami. Dan istri baru tidak mendapatkan nafkah ketika istri nuzyus terhadap suami.
Jika dilihat lebih jauh lagi semua kebutuhan istri baik itu berupa pakaian,
makan dan tempat tinggal, suami lanjut usia tidak bisa memenuhi kebutuhan finansial
istri. Apabila dikaitkan dengan pasangan menikah lanjut usia di Kecamatan Mandalle
Kabupaten Pangkep suami istri dalam keadaan baik bisa dikatakan dalam keadaan
harmonis, sehingga penulis berkesimpulan bahwa nafkah lahir tetap menjadi
tanggungan suami, dengan alasan karena istri tidak dalam keadaan nuzyus.
2. Nafkah Batin
Suatu pernikahan dapat berjalan dengan harmonis bila suami istri dapat
melaksanakan kewajiban masing-masing.Dari gambaran nafkah lahir yang ada di
Kecamatan Mandalle, maka penulis melihat bahwa nafkah batin merupakan nafkah
yang berkaitan dengan nafkah lahir.
Hasbullah Bakri, dalam bukunya “Pedoman Islam di Indonesia” menyatakan
bahwa nafkah dalam hal ini adalah pergaulan antara suami dan istri mencapai
orgasme. Mengenai berapa kalinya hubungan tersebut islam tidak menentukan secara
tegas, akan tetapi semuanya dikembalikan kepada kemampuan dan kesepakatansuami
dan istri, setidak-tidaknya suami pernah satu kali berhubungan secara sempurna.108
Kalau penulis mengamati pemenuhan nafkah batin, jika dilihat dari faktor usia
pasangan pernikahan di Kecamatan Mandalle, tentunya nafkah batin tersebut akan
mengalami hambatan karena ketika usia sudah diatas 50 tahun seorang sudah tidak
bisa lagi menjalankan aktifitas pergaulan suami istri secara sempurna.
Abdurrahman I, menyebutkan dalam bukunya “Perkawinan Dalam Syari’at
Islam” bahwa seorang dapat menggugurkan kewajiban dalammemberikan nafkah
kepada istri apabila dalam keadaan istri:
a. Kalau dia kabur dan pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa
izin suami ataupun yang dibenarkan agama
b. Kalau dia pergi tanpa izin suami,
c. Kalau dia sedang ihram pada waktu haji tanpa izin suami
d. Kalau dia menolak melakukan hubungan kelamin dengan suaminya
e. Kalau istri di penjara karena melakukan tindak pidana.109
Bergaul atau mencampuri istri menurut sebagian ulama memang hukumnya
wajib.Seorang suami dilarang menelantarkan istri dengan tidak memberikan
108 Hasbullah Bakri, Pedoman Islam di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia), Cet II, h.
175.
109 Abdur Rahman I. Doi, Perkawinan dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),Cet
I, h. 122.
nafkahdalam waktu yang lama.Baik itu nafkah lahir yang berupa kebutuhan sehari-
hari maupun nafkah batin yang berupa hubungan seksualitas.110
Penulis cenderung mengatakan bahwa nafkah pasangan menikah lanjut usia
tetap diberikan, karena ketika istri atau suami lanjut usia yang tidak menjalankan
kewajiban hubungan kelamin tidak dikatakan sebagai alasan gugurnya pemberian
nafkah seperti keterangan diatas, karena memang yang menjadi faktor utama yang
mempengaruhinya adalah faktor usia. Dengan kata lain nafkah tersebut disesuaikan
berdasarkan kemampuan dan kerelaan dari pasangan tersebut. Meskipun demikian
bukan berarti suami dapat lepas dari tanggung jawab, sehingga penulis berkesimpulan
ketika seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri sama sekali, maka
bisa dikatakan telah melanggar kewajiban agama. Hal sesuai dengan firman Allah






Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan
karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
Sisi lain adanya akibat hukum dari pernikahan tersebut yang tidak dapat
sepenuhnya terpenuhi. Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah nafkah suami
kepada istri baik nafkah lahir ataupun batin. Meskipun nafkah tidak diatur mengenai
110 Kholillah Marhjianto, Menciptakan Keluarga Sakinah, (Gresik: Bintang Pelajar), h. 107.
111 Dpartemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnnya, h.123.
berapa batas pemberian nafkah suami kepada istri akan tetapi nafkah merupakan
kewajiban suami yang harus di penuhi.
Selanjutnya jika dilihat dari manfaat dan mafsadat dari pada praktek
pernikahan lanjut usia kaitannya dengan pemenuhan nafkah, apabila memang benar-
benar dalam pernikahan tersebut ternyata malah akan membawa kerusakan pada
keutuhan, terlebih menelantarkan terhadap keluarga, yang berupa hak-hak dan
kewajiban maka pernikahan seperti ini sudah tidak dipandang lagi sebagai sebuah
kemaslahatan atas pernikahannya, melainkan sesuatu yang benar-benar harus di jauhi
dan ditinggalkan. Sesuai dengan kaidah fiqh:
ﺢِﺋﺎﺒﻘﻠِﻟ ِءّْرﺪﻟاو ﺎِﮭﺒﻠَﺟ ﻲﻓ ﺢِﻟﺎَﺼَﻤﻟا ﻲٰﻠﻋ ٌﻲِﻨْﺒَﻣ ُﻦْﯾِﺪﻟا
Artinya:
“Agama (Islam) dibangun di atas kaidah : meraih kemaslahatan dan mencegah
kejelekan”.
Di dalam kaidah hukum Islam, istilah maslahah (maslahah mursalah) berarti
manfaat, kemanfaatan atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Kemaslahatan
manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu, serta subyek
hukum.
Menurut Mazhab Syafi’I dalam Al-Figh Al-slamy Wa Adillatuhu. VII
halaman 32 menerangkan:
112ﺎًﺣْﻮُﺴﻤَﻣ ﻦﻛ َْوا ٍﻢِﺋَاد ٍضَﺮَﻣ َْوا ٍﻦْﯿِﻨَْﻌﺗ َْوأ ٍمَﺮََھآ ُﺔﱠﻠِﻋ ِﮫِﺑ ْﻦََﻤﻟ ِﺔﱠﯿِِﻌﻓﺎﱠﺸﻟَاﺪْﻨِﻋ ُهَﺮُْﻜﯾَو
Artinya:
Dan dimakruhkan menikah menurut Madzhab Syafi’i bagi orang, yang
mempunyai Illat’ (penyakit) seperti lanjut usia atau sakit kronis atau impoten
yang tidak sembuh atau hilang zakar dan buahnya sehingga tidak mempunyai
nafsu birahi lagi”.
Berdasarkan keterangan tersebut penulis berpandangan suatu pernikahan akan
mempunyai ketentuan hukum yang berbeda disesuaikan dengan kondisi. Namun
penulis setuju dengan dilaksankannya pernikahan lanjut usia meskipun makruh
menurut madzhab Safi’iyah, dengan alasan untuk menghindari dari perbuatan yang
diharamkan agama, sesuai dengan ushul fiqh yang pernah dijelaskan di atas.
Mengingat hukum nikah yang diakui syari’at bersifat relatif yang disesuaikan dengan
keadaan pihak yang memerlukannya.
Menurut penulis praktek pernikahan lanjut usia ini mengajarkan betapa
pentingnya suatu pernikahan, yaitu adanya saling mengerti diantara pasangannya.
Selain pernikahan bertujuan untuk mencegah terjadinya perzinahan juga untuk
membentuk keluarga yang diridhai Allah dengan tidak mengesampingkan tanggung
jawab suami terhadap istri yaitu nafkah. Karena bagaimanapun pernikahan adalah
sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita, baik berdasarkan hukum Islam
maupun hukum Negara, karena sahnya suatu nikah akan berakibat hukum bagi
keduanya.






Pembahasan pada bab I sampai dengan bab IV, maka ada beberapa
kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul “Pernikahan Lanjut Usia
Kaitannya dengan Pemenuhan Nafkah Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di
Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep) kesimpulan tersebut di antaranya adalah
sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Pernikahan Lanjut usia di Kecamatan Mandalle Kabupaten
Pangkep tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya, yaitu
dicatatkan artinya pernikahan tersebut sah diakui oleh negara sesuai dengan
UU No 1 tahun 1974 tentang pernikahan, perbedaan terletak pada usia
pengantin yang berusia lanjut.
2. Secara garis besar nafkah lahir maupun batin sudah terpenuhi walaupun tidak
optimal dikarenakan usia yang tidak lagi mudah dengan kata lain tidak
produktif.Menurut Hukum Islam bahwa suami wajib memberikan nafkah
terhadap istri, baik nafkah lahir maupun batin. Pemenuhan nafkah yang terjadi
di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep dapat ditolerir dengan alasan
bahwa dalam hukum Islam tidak mengatur tentang besar atau kecilnya
pemenuhan nafkah, hanya dikatakan disesuaikan dengan kemampuan masing-
masing. Sepanjang tidak menimbulkan mudharat, serta tidak ada unsur
penganiayaan dan dilakukan atas dasar kesadaran dan kerelaan dari pasangan
lanjut usia. Kerelaan tersebut dapat terlihat ketika ijab qabul pernikahan.
B. Saran-Saran
Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka ada baiknya penulis
menyampaikan saran-saran sebagai berikut:
1. Pernikahan merupakan suatu proses menuju hidup baru dimana kedua
manusia diharapkan mampu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah,
wa rohmah. Selain itu pernikahan merupakan proses yang sangat urgent
dalam kehidapan bermasyarakat. Ini dibuktikan dengan adanya suatu undang-
undang yang mengatur tentang pernikahan. Sehingga suatu pernikahan perlu
adanya suatu pencatatan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam
masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk melindungi
martabat dan kesucian (mitsaq al-galid) suatu perkawinan, dan lebih khusus
lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Karena
perkawinan selain merupakan akad-suci, perkawinan juga mengandung
hubungan keperdataan. Ada baiknya seluruh masyarakat Indonesia terutama
yang berada di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep prosedur pemerintah
seperti yang tercantum di Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974. dan
juga seperti yang telah dijelaskan di KHI.
2. Bagi setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya sudah siap
secara lahir dan batin, karena dalam kehidupan setelah pernikahan suami
dituntut untuk memberikan nafkah dan nafkah secara otoritas menjadi hak
bagi istri yang harus dipenuhi oleh suami, dengan adanya nafkah yang
terpenuhi maka suami dianggap bisa melindungi istri dalam kehidupan rumah
tangganya.
C. Penutup
Teriring rasa syukur alhamdulillah yang tidak terhingga kehadirat Allah Swt
yang telah melimpahkan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dengan
segala upaya dapat menyelesaikan skripsi ini.
Penulis berharap saran dan kritik kepada para pembaca sekalian demi
terciptanya sebuah skripsi yang lebih baik dan sempurna, karena penulismenyadari
bahwa dengan sedikit pengetahuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, maka
tentunya banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang bersifat konstruktif
sangatlah berguna bagi kami. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat,
khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca sekalian.
Semoga allah swt senantiasa melimpahkan petunjuk serta bimbingan- Nya
kepada kita, shingga kita semua dapat menggapai ketentraman lahir dan batin untuk
mengabdi kepada-Nya. Amiin...
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